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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, 
PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN 
(LIGHT RAIL TRANSIT) TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN BEKASI. 

ABSTRAK :  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8C dan Pasal 16C. Peraturan Presiden Nomor 98 
Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 49 Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 
45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 
Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 
Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api 
Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok,. dan Bekasi. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 
4916), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah 
diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267), Perpres 98 
Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 205) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Perpres 49 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 92), Perpres 57 Tahun 2020 (LN 
Tahun 2020No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

    Dalam rangka penyelenggaraan LRT Jabodebek, Pemerintah memberikan dukungan 
berupa Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodetabek terdiri atas subsidi penyelenggaraan 
prasarana yang besarannya mempertimbangkan seluruh pendapatan dan subsidi 
penyelenggaraan sarana untuk meningkatkan keterjangkauan tarif dalam rangka 
penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (public services obligation). Subsidi 
Penyelenggaraan LRT Jabodebek dialokasikan dalani anggaran pendapatan dan belanja 
negara. Pelaksanaan kegiatan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek dan laporan 
pertanggungjawaban PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada KPA BUN mengacu 
pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
transportasi. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sepanjang Subsidi Penyelenggaraan 
LRT Jabodebek dialokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara 

CATATAN : - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022 dan diundangkan pada 
tanggal 10 Juni 2022. 

 


